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GUBERNURLAMPUNG 

PERATORAN GOBERNOR LAMPONG 
NOMOR 37 TAHON 2013 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGONGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! LAMPUNG 

TAHON ANGGARAN 2012 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPONG, 

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2013 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 
2012, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2012; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 
Perbendaharaan Negara; 

1 Tahun 2004 tentang 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nqmor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerrturanPerundang-Undangan; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeJanganBadan Layanan Umum sebagaimana t:elah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerar;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahur; 2005 tentang Pengelolaan KeianganDaerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman PenyJsunandan Penerapan Standar Pelayanan Min. (Dal; 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PeJbinaanDan Pengawasan Penyelenggaraan Pem :rintahan Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanDan Kinerja Instansi Pemerintah; 

I Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang L;aporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, L;aporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepal;:.. Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemer�ntahanDaerah kepada Masyarakat;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Kabupaten/Kota;
tentang Pembagian µrusanDaerah, dan Pemerintahan

I 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkµntansiPemerintah; 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bar4ng danJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun ::'0 11 ten tang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagt.. imana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok­Pokok Perencanaan Pembangunan dan 1-'engelolaan Keuangan Daerah; 
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Pertanggungjawaban Pelaksanaan A:.�ggaran Daerah Tahun 2012;

Tahun 2013 tentangPendapatan dan Belanja



Menetapkan 

■ 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNU� TENT ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 
PENDAPATAN DAN BELAi,JA 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

PELAKSANAAN ANGGARAN 
DAERAH PROVINS! LAMPUNG 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahunan anggaran 2012 terdiri atas: 

1. Pendapatan

2. 

3. 

4. 

a. Pendapatan Asli Daenj h
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja 

a. Belanja Operasi:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan ,Tasa
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Ke·1angan

Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung

dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi

dan J aringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Mo ::lal

c. Belanja Tidak Terduga :
Belanja Tidak Terduga
Jumlah Tidak Terdug4

d. Transfer

Tran sf er/ Bagi Hasil ke
Kabupaten/Kota
Jumlah Belanja Transfer

Jumlah Belanja Dan Transfer

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Rp. l.666.717.331.753,00 
Rp. l.280.851.521.963,00 
Rp. 773.451.561.774,00 
Rp. 3.721.020.415.490,00 

Rp. 623.318. 700.606,00 
Rp. 925.181.888.375,55 
Rp. 741.234.652.097,00 
Rp. 7.840.000.000,00 
Rp. 212. 754.588.967,00
Rp. 2.510.329.830.046, 15 

Rp. 143.24 7.562.200,00 
Rp. 96.884.327. 781,00 

Rp. 103.423.071.452,00 

Rp. 487.324.078.357,00 
Rp. 1.071.619.700,00 
Rp. 831.950.659.490,00 

Rp. 21.612.323.000,00 
Rp. 21.612.323.000,00 

Rp. 472.103.539.283, 16 
Rp. 4 72.103.539.283, 16 

Rp. 3.835.996.351.819,31 

(Rp. l 14.975.936.329,31)

Rp. 138.672.551.330,90 
Rp. 0,00 
Rp. 138.672.551.330,90 

Rp. 23.696.615.001,59 



b. 
c. 
d. 

Lampiran I. 10 : Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya T.A. 2012; 

Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan T.A. 2012; 
Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah T.A.2012; 

Lampiran II : Neraca 
Lampiran III : Laporan arus kas 
Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan 

Pasal 8 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2012. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung. 

Diundangkan di Telukbetung 

Ditetapkan di Telukbetu� 
pada tanggal 21 XoYer,6er 201J 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDUf Z.P. 

pada tanggal 27 November 2013 �-----�-- ---

SEKRETARIS DAERAH OVINSI LAMPUNG, 

Ir. 

na Utama Madya 

1119 198803 1 003 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 37 


